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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tantangan sentra penegakan hukum
terpadu (Sentra GAKKUMDU) di Indonesia serta strategi-strategi yang dapat digunakan
untuk meningkatkan efektivitasnya. Metode dalam penelitian ini sendiri menggunakan
metode penelitian systematic literatur review (SLR) dengan menggunakan 35 artikel
ilmiah yang bersumber dari Google Scholar dengan menggunakan aplikasi Publiish of
Perish (POP) dengan review artikel ini menggunakan aplikasi VosViewer. Hasil penelitian
ini mengungkapkan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sentra penegakan
hukum terpadu di Indonesia mencakup kondisi geografis yang sulit, budaya patronase
yang masih kental, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya
partisipasi masyarakat. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan
pengawas kesulitan menjangkau semua wilayah, terutama daerah-daerah terpencil. Selain
itu, budaya politik lokal yang kuat, terutama hubungan patron-klien, mempersulit proses
pengawasan karena masyarakat cenderung enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi
akibat tekanan sosial atau ekonomi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,
penelitian ini ini mengusulkan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Salah satunya
adalah memperkuat koordinasi antar lembaga-lembaga terkait, seperti Bawaslu RI,
Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI

Kata Kunci: Sentra Gakkumdu, Integritas Demokrasi, SLR

ABSTRACT

This study aims to determine the role and challenges of integrated law enforcement
centers (Sentra GAKKUMDU) in Indonesia and strategies that can be used to improve
their effectiveness. The method in this study itself uses the systematic literature review
(SLR) research method using 35 scientific articles sourced from Google Scholar using the
Publication of Perish (POP) application with a review of this article using the VosViewer
application. The results of this study reveal several major challenges faced by integrated
law enforcement centers in Indonesia including difficult geographical conditions, a
strong patronage culture, limited human resources and technology, and low community
participation. The geographical conditions consisting of thousands of islands make it
difficult for supervisors to reach all areas, especially remote areas. In addition, a strong
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local political culture, especially patron-client relationships, complicates the supervision
process because people tend to be reluctant to report violations that occur due to social
or economic pressure. To overcome these challenges, this study proposes several
strategies that can be applied. One of them is strengthening coordination between related
institutions, such as Bawaslu RI, the Indonesian Police, and the Indonesian Attorney
General's Office.

Keywords: Gakkumdu Center, Democratic Integrity, SLR

I.  PENDAHULUAN

Proses demokrasi yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi terciptanya
pemerintahan yang legitimasi dan akuntabel. Namun, dalam implementasinya, proses
demokrasi kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan
pelanggaran hukum, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam pemilu.
Fenomena ini tidak hanya mencederai integritas pemilu tetapi juga melemahkan
kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme
yang efektif untuk menegakkan hukum guna memastikan bahwa proses demokrasi
berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks Indonesia, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)
merupakan salah satu institusi yang dibentuk untuk mengawal proses demokrasi,
khususnya dalam penanganan pelanggaran hukum pemilu. Sentra Gakkumdu yang
melibatkan sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan
bertujuan untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap
pelanggaran pemilu. Peran Sentra Gakkumdu menjadi sangat krusial dalam mencegah
dan menindak berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu integritas
proses pemilu.

Pemerintah melalui 3 lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menjaga
integritas proses demokrasi telah membuat Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Republik Indonesia
nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota. Institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu di Indonesia, seperti

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kepolisian Republik
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Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kemudian tergabung dalam
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) memiliki peran strategis
dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Lembaga yang tergabung
dalam Sentra Gakkumdu bertugas untuk mengawasi seluruh rangkaian pelaksanaan
pemilu, serta menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi. Meski demikian,
keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada sentra penegakan hukum
terpadu, melainkan juga pada partisipasi masyarakat sipil dan pengawas pemilu
independen. Pengawas independen, seperti organisasi non-pemerintah dan kelompok
masyarakat sipil, sering kali berperan dalam mendeteksi pelanggaran yang mungkin
terlewat oleh pengawas resmi.

Namun, efektivitas Sentra Gakkumdu dalam menjaga integritas proses demokrasi
masih menjadi topik perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun institusi
ini telah berkontribusi dalam penegakan hukum pemilu, berbagai tantangan seperti
keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya koordinasi
antarlembaga sering kali menghambat kinerjanya. Tantangan lainnya mencakup
perubahan regulasi yang dinamis serta kurangnya sosialisasi terhadap fungsi dan peran
Sentra Gakkumdu di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk
peningkatan kapasitas institusi serta penguatan kerangka kerja yang mendukung
operasionalnya.

Selain itu, keberhasilan Sentra Gakkumdu tidak terlepas dari peran masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan pengawasan dan dukungan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan memberikan data yang
akurat menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum
pemilu. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan
media, Sentra Gakkumdu diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih
inklusif dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Sentra Gakkumdu dalam menjaga
integritas proses demokrasi melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR).
Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis
temuan-temuan dari berbagai penelitian yang relevan. Dengan demikian, artikel ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi Sentra

Gakkumdu sekaligus menawarkan perspektif baru untuk penguatan institusi penegakan
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hukum pemilu di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi
strategis untuk meningkatkan efektivitas Sentra Gakkumdu dalam menghadapi tantangan
yang ada, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya menjaga

kualitas dan integritas proses demokrasi di masa mendatang.

II. METODE PENELITAN

Dalam artikel ilmiah ini, penelitian ini menggunakan metode systematic literature
review (SLR). Kajian ini disesuaikan dengan data yang bersumber dari google scholar
melalui aplikasi publish of perish (POP). Adapun penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam menjaga
integritas proses demokrasi. Dalam penelitian ini, alokasi waktu dalam pengerjaan
penelitian ini dimulai dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024.
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan menyesuaikan dengan
tema penelitian yang diangkat, adapun data seperti angka-angka dalam statistika dan
deskripsi sebagai bentuk penyajian dalam analisis data. Konsentrasi penelitian ini
mengenai peran lembaga penegakan hukum dalam pemilu. Dalam hal ini peneliti
mengumpulkan data di aplikasi publish of perish (POP) dengan rujukan artikel-artikel di
google scholar, tidak ada unsur-unsur data aplikasi lain yang diikutsertakan selain
rujukan google scholar melalui aplikasi POP.

Murni penelitian ini dilakukan dengan cara konsisten mengenai tema politik lokal
di indonesia. Penelitian yang berfokus pada perkembangan politik lokal di indonesia
menggunakan sumber artikel ilmiah dengan kata kunci yakni politik lokal. Adapun
tahapan penelitian penulisan artikel ini yakni peneliti melakukan pencarian artikel ilmiah
di aplikasi POP dengan rujukan google scholar, kemudian setelah terkumpul dilakukan
pembuatan grafik, bagan di microsoft excel kemudian menggunakan aplikasi vosviewer
sebagai aplikasi review artikel. Setelah semua tahapan tersebut dilakukan, kemudian
semua data tersebut dipindahkan ke word untuk dilakukan prangkaian penulisan artikel
ilmiah, seperti membuat pendahuluan, metode, analisis hasil serta membuat hasil

kesimpulan penelitian
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III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan mekanisme
khusus yang dirancang untuk menangani pelanggaran hukum pemilu di Indonesia. Sentra
ini terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang
bekerja secara terintegrasi untuk menangani pelanggaran hukum pemilu secara cepat dan
terkoordinasi. Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
penanganan pelanggaran pemilu serta memastikan bahwa prinsip keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas dapat terwujud dalam proses pemilu.

Sentra Gakkumdu beroperasi berdasarkan regulasi yang diatur dalam undang-
undang terkait pemilu. Peran dan tanggung jawab Sentra Gakkumdu dijelaskan secara
rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi ini,
Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif,
pidana, dan sengketa pemilu. Kerangka hukum ini menjadi landasan utama bagi sinergi
antarlembaga yang terlibat di dalamnya. Efektivitas Sentra Gakkumdu sangat bergantung
pada kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap lembaga memiliki
peran dan fungsi yang saling melengkapi. Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan
pengawasan dan investigasi awal atas pelanggaran yang dilaporkan, Kepolisian
mendukung proses penyelidikan, sedangkan Kejaksaan berperan dalam proses
penuntutan.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi sering kali mengalami
hambatan, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi regulasi dan birokrasi yang
kompleks. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Sentra Gakkumdu meliputi,
keterbatasan sumber daya dengan kurangnya tenaga ahli, fasilitas, dan anggaran
menjadi kendala yang signifikan dalam operasional Sentra Gakkumdu. Selain itu
koordinasi antarlembaga berupa hambatan komunikasi dan tumpang tindih
kewenangan sering kali memperlambat penanganan kasus pelanggaran pemilu.
Kemudian sosialisasi yang kurang berupa kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai peran Sentra Gakkumdu mengakibatkan rendahnya pelaporan pelanggaran
pemilu.

Pengawasan pemilu yang efektif memerlukan strategi yang terintegrasi dan

menyeluruh untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pemilu.
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Salah satu strategi utama adalah memperkuat koordinasi antara melalui Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) diantaranya Bawaslu, Kepolisian,
dan Kejaksaan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan
pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu, koordinasi yang
baik dapat mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang dan memastikan setiap
lembaga memiliki peran yang jelas dalam pengawasan. Pengawasan terpadu dengan
melibatkan semua pihak yang berwenang juga akan meningkatkan efektivitas dalam
mencegah pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu secara adil. Dengan adanya
sinergi antar lembaga, proses pemilu akan berjalan lebih transparan dan terhindar dari

konflik yang tidak perlu.

Dampak Sentra Gakkumdu Terhadap Integritas Proses Demokrasi

Sentra Gakkumdu memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses
demokrasi di Indonesia. Secara umum, keberadaan Sentra Gakkumdu menciptakan efek
preventif yang membuat pelaku pelanggaran pemilu berpikir ulang sebelum melakukan
tindakan yang dapat mencederai demokrasi. Penanganan pelanggaran secara tegas dan
terorganisasi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hasil
pemilu. Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai institusi yang mencerminkan komitmen
negara dalam menjaga integritas demokrasi. Ketegasan dan kecepatan dalam menangani
pelanggaran memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, terutama ketika kasus
pelanggaran pemilu diproses secara transparan. Hal ini menjadi pilar utama dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang kredibel.

Dengan adanya Sentra Gakkumdu, pelaku pelanggaran mengetahui bahwa tindakan
mereka dapat segera diidentifikasi dan dihukum. Hal ini memunculkan efek jera,
terutama bagi peserta pemilu yang mungkin berniat untuk melakukan kecurangan seperti
manipulasi suara, politik uang, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sentra Gakkumdu juga
mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Kesadaran bahwa
pelanggaran dapat dilaporkan dan ditangani secara serius memberi motivasi bagi
masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam menjaga demokrasi.

Meski memiliki dampak positif, Sentra Gakkumdu juga menghadapi kendala yang
membatasi dampaknya terhadap integritas demokrasi. Salah satunya adalah keterbatasan
kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang membuat penanganan beberapa kasus

menjadi lambat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme
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pelaporan pelanggaran sering kali menyebabkan kasus-kasus tertentu tidak terlaporkan.
Dalam beberapa kasus, tekanan politik atau intervensi dari pihak tertentu dapat
mengganggu independensi Sentra Gakkumdu. Hal ini menjadi ancaman serius yang
dapat mengurangi kepercayaan publik jika tidak diatasi dengan langkah-langkah

penguatan kelembagaan

Rekomendasi Untuk Penguatan Sentra Gakkumdu
Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah rekomendasi untuk

meningkatkan efektivitas Sentra Gakkumdu :

1. Peningkatan Kapasitas SDM dengan cara memberikan pelatihan dan
pengembangan kompetensi kepada personel Sentra Gakkumdu di semua tingkatan
untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis mereka dalam
menangani pelanggaran pemilu.

2. Penguatan Regulasi dengan melakukan revisi undang-undang terkait pemilu
untuk memberikan kewenangan yang lebih jelas, fleksibel, dan tegas kepada Sentra
Gakkumdu sehingga dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih efektif.

3.  Penggunaan Teknologi dengan mengadopsi teknologi informasi yang canggih
untuk mempermudah pelaporan, pendataan, dan penanganan pelanggaran pemilu.
Misalnya, pengembangan platform digital yang memungkinkan masyarakat
melaporkan pelanggaran secara langsung.

4. Sosialisasi dan Edukasi Publik dengan menggelar kampanye masif untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran Sentra
Gakkumdu dalam menjaga integritas pemilu. Edukasi ini juga harus mencakup
prosedur pelaporan pelanggaran yang mudah dipahami.

5. Penguatan Independensi: Mengambil langkah-langkah strategis untuk
memastikan Sentra Gakkumdu bebas dari intervensi politik atau tekanan pihak
tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengawasan oleh lembaga

independen yang kredibel.

Dengan mengatasi tantangan dan mengimplementasikan rekomendasi ini, Sentra
Gakkumdu diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dan memberikan kontribusi
yang lebih besar dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Peran Sentra

Gakkumdu yang optimal akan memastikan bahwa setiap pelanggaran pemilu dapat
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ditangani dengan adil, cepat, dan transparan, sehingga demokrasi Indonesia tetap kuat
dan berintegritas.

IV. SIMPULAN
Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan mekanisme
khusus yang dirancang untuk menangani pelanggaran hukum pemilu di Indonesia. Sentra
ini terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang
bekerja secara terintegrasi untuk menangani pelanggaran hukum pemilu secara cepat dan
terkoordinasi. Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
penanganan pelanggaran pemilu serta memastikan bahwa prinsip keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas dapat terwujud dalam proses pemilu.

Sentra Gakkumdu beroperasi berdasarkan regulasi yang diatur dalam undang-
undang terkait pemilu. Peran dan tanggung jawab Sentra Gakkumdu dijelaskan secara
rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi ini,
Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif,
pidana, dan sengketa pemilu. Kerangka hukum ini menjadi landasan utama bagi sinergi
antarlembaga yang terlibat di dalamnya. Efektivitas Sentra Gakkumdu sangat bergantung
pada kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap lembaga memiliki
peran dan fungsi yang saling melengkapi. Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan
pengawasan dan investigasi awal atas pelanggaran yang dilaporkan, Kepolisian
mendukung proses penyelidikan, sedangkan Kejaksaan berperan dalam proses
penuntutan.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi sering kali mengalami
hambatan, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi regulasi dan birokrasi yang
kompleks. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Sentra Gakkumdu meliputi,
keterbatasan sumber daya dengan kurangnya tenaga ahli, fasilitas, dan anggaran
menjadi kendala yang signifikan dalam operasional Sentra Gakkumdu. Selain itu
koordinasi antarlembaga berupa hambatan komunikasi dan tumpang tindih
kewenangan sering kali memperlambat penanganan kasus pelanggaran pemilu.
Kemudian sosialisasi yang kurang berupa kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai peran Sentra Gakkumdu mengakibatkan rendahnya pelaporan pelanggaran

pemilu.
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Pengawasan pemilu yang efektif memerlukan strategi yang terintegrasi dan
menyeluruh untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pemilu.
Salah satu strategi utama adalah memperkuat koordinasi antara melalui Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) diantaranya Bawaslu, Kepolisian,
dan Kejaksaan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan
pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu, koordinasi yang
baik dapat mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang dan memastikan setiap
lembaga memiliki peran yang jelas dalam pengawasan. Pengawasan terpadu dengan
melibatkan semua pihak yang berwenang juga akan meningkatkan efektivitas dalam
mencegah pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu secara adil. Dengan adanya
sinergi antar lembaga, proses pemilu akan berjalan lebih transparan dan terhindar dari

konflik yang tidak perlu.

Dampak Sentra Gakkumdu Terhadap Integritas Proses Demokrasi

Sentra Gakkumdu memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses
demokrasi di Indonesia. Secara umum, keberadaan Sentra Gakkumdu menciptakan efek
preventif yang membuat pelaku pelanggaran pemilu berpikir ulang sebelum melakukan
tindakan yang dapat mencederai demokrasi. Penanganan pelanggaran secara tegas dan
terorganisasi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hasil
pemilu. Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai institusi yang mencerminkan komitmen
negara dalam menjaga integritas demokrasi. Ketegasan dan kecepatan dalam menangani
pelanggaran memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, terutama ketika kasus
pelanggaran pemilu diproses secara transparan. Hal ini menjadi pilar utama dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang kredibel.

Dengan adanya Sentra Gakkumdu, pelaku pelanggaran mengetahui bahwa tindakan
mereka dapat segera diidentifikasi dan dihukum. Hal ini memunculkan efek jera,
terutama bagi peserta pemilu yang mungkin berniat untuk melakukan kecurangan seperti
manipulasi suara, politik uang, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sentra Gakkumdu juga
mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Kesadaran bahwa
pelanggaran dapat dilaporkan dan ditangani secara serius memberi motivasi bagi
masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam menjaga demokrasi.

Meski memiliki dampak positif, Sentra Gakkumdu juga menghadapi kendala yang

membatasi dampaknya terhadap integritas demokrasi. Salah satunya adalah keterbatasan
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kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang membuat penanganan beberapa kasus
menjadi lambat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme
pelaporan pelanggaran sering kali menyebabkan kasus-kasus tertentu tidak terlaporkan.
Dalam beberapa kasus, tekanan politik atau intervensi dari pihak tertentu dapat
mengganggu independensi Sentra Gakkumdu. Hal ini menjadi ancaman serius yang
dapat mengurangi kepercayaan publik jika tidak diatasi dengan langkah-langkah

penguatan kelembagaan

Rekomendasi Untuk Penguatan Sentra Gakkumdu
Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah rekomendasi untuk

meningkatkan efektivitas Sentra Gakkumdu :

1. Peningkatan Kapasitas SDM dengan cara memberikan pelatihan dan
pengembangan kompetensi kepada personel Sentra Gakkumdu di semua tingkatan
untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis mereka dalam
menangani pelanggaran pemilu.

2. Penguatan Regulasi dengan melakukan revisi undang-undang terkait pemilu
untuk memberikan kewenangan yang lebih jelas, fleksibel, dan tegas kepada Sentra
Gakkumdu sehingga dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih efektif.

3. Penggunaan Teknologi dengan mengadopsi teknologi informasi yang canggih
untuk mempermudah pelaporan, pendataan, dan penanganan pelanggaran pemilu.
Misalnya, pengembangan platform digital yang memungkinkan masyarakat
melaporkan pelanggaran secara langsung.

4. Sosialisasi dan Edukasi Publik dengan menggelar kampanye masif untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran Sentra
Gakkumdu dalam menjaga integritas pemilu. Edukasi ini juga harus mencakup
prosedur pelaporan pelanggaran yang mudah dipahami.

5.  Penguatan Independensi: Mengambil langkah-langkah strategis untuk
memastikan Sentra Gakkumdu bebas dari intervensi politik atau tekanan pihak
tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengawasan oleh lembaga

independen yang kredibel.

Dengan mengatasi tantangan dan mengimplementasikan rekomendasi ini, Sentra

Gakkumdu diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dan memberikan kontribusi
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yang lebih besar dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Peran Sentra
Gakkumdu yang optimal akan memastikan bahwa setiap pelanggaran pemilu dapat
ditangani dengan adil, cepat, dan transparan, sehingga demokrasi Indonesia tetap kuat

dan berintegritas.
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